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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penerapan Unit

Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) atau di Kabupaten Karanganyar

disebut dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dalam

menangani perizinan perindustrian sangat membantu para pemohon izin

usaha industri dalam permohonan izin tersebut. Keikut sertaan dinas-

dinas yang terkait dalam menangani perizinan industri sangat

membantu proses penanganan perizinan. Dengan adanya keterkaitan

dinas-dinas tersebut berarti tidak melepas fungsi atau peran masing-

masing dinas, meskipun perizinan industri sekarang ini penanganannya

berada di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Munculnya

BPPT dalam penanganan perizinan perindustrian lebih membantu

dibandingkan sebelumnya. Dimana masyarakat menangani perizinan

industri dari pintu ke pintu atau dinas ke dinas, sekarang

penanganannya pemohon izin usaha industri hanya menyerahkan

persyaratan ke bagian informasi di BPPT, kemudian pelaksanaan

penanganan perizinan oleh tim dari BPPT.
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2. BPPT telah banyak membantu dalam perizinan, ini dapat disimpulkan

dari hasil survei yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Masyarakat pemohon izin usaha industri banyak yang memperoleh

kemudahan baik dari segi waktu, biaya, ataupun pelayanan. Sehingga

adanya BBPT membantu baik bagi masyarakat sebagai pemohon

perizinan, pemerintah Kabupaten Karanganyar dan mayarakat sekitar.

Bagi Pemerintah Kabupaten sendiri dengan segala kemudahan yang

diberikan oleh BPPT tentu dapat meningkatkan minat investor untuk

menanamkan modalnya di Kabupaten Karanganyar sehingga PAD

Kabupaten Karanganyar dapat meningkat meskipun ini bukan tujuan

utama yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Masyarakat sekitar tentu diuntungkan pula karena apabila pemerintah

kabupaten memberikan kemudahan permohonan izin usaha industri

bagi investor, masyarakat sekitar tentu akan memperoleh kesempatan

kerja yang lebih besar lagi sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten

Karanganyar dapat berkurang.

3. Kendala yang dihadapai BPPT dalam penanganan perizinan industri

terkendala adanya kesulitan dalam koordinasi antara petugas-petugas

yang ada di lapangan. Masyarakat yang tidak jujur dalam memberikan

keterangan juga memberi kesulitan dalam penanganan perizinan

industri. Kendala-kendala tersebut selebihnya tidak memberikan

kesulitan yang berarti bagi BPPT, kesulitan tersebut hingga saat ini

masih dapat ditangani dengan baik dan proses perizinan dapat berjalan.
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B. Saran

1. Bagi masyarakat (Pemohon Izin Usaha Industri)

Pemohon izin diharapkan memberi informasi yang jelas sehingga tidak

mempersulit petugas yang ada di lapangan. Pemohon izin industri

mematuhi dan melaksanakan peraturan yang sudah ada.

2. Bagi aparatur perizinan

Bagi BPPT dalam pengenaan biaya diharapkan memberi rincian sehingga

pemohon izin usaha industri mengetahui biaya yang mereka keluarkan

meliputi apa saja. Pemohon izin tentu tidak keberatan dengan adanya

rincian pengeluaran dalam mengurus izin usaha industri. Pemohon juga

akan merasa senang dengan adanya keterbukaan tersebut.
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